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TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA  
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI  

  
 
 
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012, dengan hormat bersama ini diberitahukan : 
 
1. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori I di lingkungan 

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh 
BKN, Kementeian PAN dan RB dan BPKP, terdapat tenaga honorer yang memenuhi kriteria 
(MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. (daftar nama tenaga honorer 
yang memenuhi kriteria (MK) dapat diunduh di website : http://www.kpu.go.id/. 
 

2. Dengan adanya pengaduan beberapa elemen masyarakat atau pejabat tertentu masih ada dugaan 
pemalsuan dokumen pengangkatan sebagai tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria 
(MK), diminta agar Saudara segera untuk mengambil langkah-langkah sebagai beribut : 

 
a. Mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) melalui papan pengumuman, 

media cetak lokal dan media online selama 14 (empat belas) hari kepada publik sejak 
pengumuman. 

 
b. Melakukan penelitian kembali terhadap dokumen tenaga honorer kategori I yang memenuhi 

kriteria (MK) oleh Tim Verifikasi dan Validasi tersebut terutama hasil pengumuman dan 
pengaduan masyarakat. 

 
c. Melaporkan hasil pengumuman dan penelitian terhadap tenaga honorer kategori I yang 

memenuhi kriteria (MK) disampaikan Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro SDM Sekretariat 
Jenderal KPU disertai dengan daftar nama tenaga honorer yang dokumennya terbukti benar 
dan terbukti telah dipalsukan.   

 
d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris 

Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara 
dan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

 
3.  Apabila dikemudian hari ditemukan data tenaga honorer yang palsu, maka dokumennya tidak 

dapat diproses sebagai dasar pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil atau 
pengangkatannya dibatalkan. 

 
4. Bagi pejabat yang menandatangani dokumen pengangkatan tenaga honorer yang terbukti telah 

memalsukan dikenakan tindakan administratif dan tindak pidana sesuai peraturan perundang-
undangan. 

 
 

Jakarta,  7  Mei 2012 
 

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA 
 
 


